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Abstrak

1he teadJing of CWii:F.dw:a1ianin Indonesia, especiallyan poliJics,from the persp«;tire

if its content is the most dynamic element in comparison to rrwraland w. This rapid chan[1!

due to r(ur111dlion undergone in I11ilom!siasince May, 20 1998 or often is called as transit:Wnal

democracy. In the period of transitiunal democracy since thrt time up to the end of2006, many

aspectsof politit:alaffair has been changing radU:aJlyboth in superstn«:ture and in infrastruc-

tures politk As a result, the teadJing of civU: educatian, especially an politic as its materials,

needs of handling of political cases accurarely. The goal is to avoid misconceptWn, its ap-

proaches, as well as its methods of teadJin&

In ~ with dynamicaldeWopmentif IrrdonRsianpolitic, it is necessary to make

p:tradigm chang!, namely re5tn«:tUringand re-immtingp:tradigm. This is indud£s ~
airrimlum, metlxxJs if tRat:bing,appr~, ere.In this context, the chan[1!of its materidls is

radit:al ones. Some of them are amendments of Indonesia cxmsti1utWn, the chan[1! of super-

strUt1Hrespolitic such as the establibnent if newly institution such as DPD, MK, and the
estahlibnent same natWnal commis5ions such as K1': KPK, and KPu. 1he signifit:ant chan[1!

also occurred in infrastrUt1Hres politic, namely the establi:hment of multi-pgty sysrem. As

results, in the preuious eras the ekctinn of president, gyrerra, may(J", and head of regn:y ar

buJ»ti were ekcted by DPR and DPRD, sim:e the issuing of UU NO. 12/2003 the man WID

runs for those positWns is elected directly by the prop1£.

Kata kunci: Pembelajaran PKN, Kasus-Kasus Politik, Struktur Po/itile

" Adanya kecenderungan manusia untuk berbuat baik, memberikan
peluang untuk hadirnya kehidupan politik yang bermartabat -
demokatis, sedangkan kecenderungan manusia untuk berbuat
jahat, memberikan alasan yang kuat tentang perlunya dikhtiarkan
tatanan kehidupan politik yang bermartabat-demokratis" 1

Dinspirasikan sertadipengaruhi oleh panclangan Ibnu Kaldun (Muqodimah) clanImam AI Ghazali
tentang Politik yang bermoral (siyasatulakhllUJJlihat buku Negara Bermoral, ditulis oleh Zainal
Abidin, Pen. Bulan Bintang, Bandung,
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Pengantar
Materi untuk kegiatanpembelajaranPendidikan Kewarganegaraan(PKN)

erat sekali hubungannya dengan kajian dalam bidang politik.2Sedangkankajian
dalam bidang ilmu politik sangat dipengaruhi oleh perkembangan real politik di
suatu negara baik yang masuk dalam wilayah suprastrukturpolitik maupun yang
masuk infra stukturpolitik3.Pembelajaran dan kajian PKN yang mengabaikan
perkembangan dan dinamika politik akan kehilangan kontekstualitas,kehilangan
dayatarik , serta kurang bermanfaat bagi peserta didik (sebagaiwarga negarayang
seharusnya berperan aktif dalam kehidupan politik).

Oleh karena itu pemahaman dan penguasaan guru PKN pada berbagai
persoalan politik beserta dinamikanya dan perkembangannya adalah merupakan
sautu keniscayaan, dalam rangka untuk dapat memiliki kompetensi akademik,
kompetensi pedagogic,kompetensi professional sebagaimanadiamanatkan oleh
undang-undang dosen dan guru.4

Sebelumlebihjauh melangkahpadapembahasan,kiranya penting sekaliuntuk
dikemukakanbahwaterm "kasuspolitik" politil:a1case,yang digunakandalamtulisan
ini ada1ahdipakaiuntuk melukiskanatau menggambarkan adanyasuatu peristiwa,
fakta, fenomena politik yang menimbulkan pro-kontra, konflik sehinggamenjadi
wacanapublic. Kasuspolitik pada umumnya muncul kepernmkaan karena adanya
perbedaan " benturan, perebutan kepentingan politik sebagianlagi karena adanya
pelanggaran pada aturan main perundang-undangan, etika politik, kesepakatan
politik, kontrak politik dll.5

Liliat buku nmu Kewarganegaraan (IKN) tulisanDrs. Cholisin,M.Si., terbitan Laboratorium PKN
FISE UNY, Menurut Mazhab Yogyakarta dianut panclangan bahwa pohon keilmuan yang
menopangPKN ada tiga rumpun kelimuan yakni rumpun ilmu politik, moral dan bukum.
Liliat Rusadi Kantaprawira,SistemPoliliklndonesia, Mac Iver, dalam bukunya The WtbGozurl1m7t.
Di dalam literature ilmu politik kehidupan politik disuatu Negara biasanya dibedak.an dalam dua
kategori yakni supra struktur strukur politik yang meliputi lembaga politik seperti Lembaga
Presiden, DPR, MA sedangkan infra struktur politik (arus politik bawah) meliputi lembaga seperti
partai politik, NGO, Mass Media, Kelompok Lobby, Ormas, Kelompok kepentingan dll.

· UUNo. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UUNo. 14 tahun 2005 tentang Guru
clan Dosen serta PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mempersyaratkan
kualitas akademis tertentu. Profesi sebagai Guru ataupun Dosen sebagai tenaga professional yang
akan mendapatkan pengharagaan sebagaimana profesi lainyamempersyaratkan kompetensi profer
sional. Penghargaaan kepada kompetensi professional Guru yang akan mendaptkan tunjangan
profesi- disamping ada tunjangan fungsional-adalah kambar gembira namun perlu diikuti
peningkatan professional Guru. Kabar gembira itu sudah tertulis sejak amandemen yang ketiga
DUD 1945 khususnya Pasal31 ayat 4, yang pointnya antaralain mewajibkan kepada Negara
(pemerintah) untuk memprioritaskan anggaran pendiikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN
clan APBD.

Lihat Encarta Ensiklopedia, tentang tenn Political case.
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Jadi penanganan kasus politik dalam pembelajaranPKN, yang dimaksudkan
dalamtulisanini adalahbagaimanakasus-kasuspolitik itu dapatdipamahamidengan
konsepsi benar, dapat disajikandalamkegiatanbelajardengan benar serta menarik
Dalam konteks persoalan ini seorang guru PKN dianjurkan untuk daapt
menganalisisberbagaipersoalanperkembangankehidupan politik melaluiberbagai
pendekatanyakni pendekatan yuridis-formaldipadukan dengan pendekatan social
(sosiologis)-politik.Dengan menggugnakanpendekatanterebut seorangguru PKN
dalam membahas dan menjelaskanberbagaipersoalan kehidupan politik menjadi
lebih tajam , komprehensif tidak hanya terpaku pada teks, atau fakta, peristiwa,
fenomena tetapi lebih dari itu dapat membacakecenderunganlainyang adadibalik
teks, fakta, fenomena. Dengan demikian proses pembelajaran menjadi hidup,
dinamis, kontekstual serta lebih menarik perhatian siswa.

Mempertimbangkan hal tersebut pemaparan berikut ini akan.mencoba
melakukan penulusuran dan pemetaan berbagai kasus -konflik politik dan
resolusinyabaikkonflikyang permanent (klasikmaupunkonflikyangkontemporer).
Dengan pembahasantersebut maka akandiraihdua hal sekaligusyakni pemahaman
yang benar secara teoritis tentang konflik politik dan juga memiliki instrument
intelektual untuk menganalisis,mencermati konflik politik kontemporer dalam
kaitannya dengan pembelajaranPKN (baikdi SekolahDasar, Menengah, maupun
di perguruan tinggt).

Membaca Perkembangan Politik Kontemporer
SemenjakbergulirnyaReformasi Politikyang disimbolkan dengan mundurnya

Presiden Soeharto pada tanggal20 Mei Tahun 1998,kehidupan politik di Indone-
sia te1ahbanyak megalamiperubahan baik pallaarassuprastrukturpolilikmaupun
pada aras infra struktur politik.Pada aras supra struktur politik di Indonesiatelah
lahir beberapalembagabaru, seperti Dewan PerwakilanDaerah (DPD),Makamah
Konstitusi (MK),Kominsi Yudisial(KY).Sedangkanpada arasinfrastrutkurpolilik
telah lahir partai politik dengan referency ideologyyang sangat beragam ada yang
berbasisideology Islam,nasionalissekuler,nasionalisreligius,berbasis etnis, sosial
democrat,jumlahnyamencapairatusandansampaiakhir BulanAgustus2006masih
berdiri partai baru,Partai KemerdekaanRakyat (pKR)yang dimotori oleh Dawam
Rahardjo aktivis LSM.6

Berkaitan dengan pertumbuhan partai politik kiranya perlu ditambahkan
sekalipun jumlahnya mencapai 183yang tercatat di Departemen Kehakiman dan
HAM/ namun yang secara real dan memiliki eksistensi pada tingkat nasional
hanya sekitar 7 partai yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan

6 Lihat Koran Kompas tanggal26 Agustus2006.
Lihat Almanak Partai Politik Indonesia tahun 2004.
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(pDIP), Partai Kebangkitan Bangsa(PKB),Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
Partai KeadilanSekahtera (PKS),Partai Amanah Nasional (PAN),PartaiDemokrat
(PD), Partai Bulan Bintang (PBB).

Mengiringipertumbuhan jumlah partaipolitik yang bak tumbuhnya cendawan
di musim penghujan, maka systemkepartaiandi Indonesiajugamengalamievolusi
dari system Sd1U!1!tengahJW1:aimenjadi system multi pmy. Perkembangan ini digitimasi

dengan disayahkanyatiga Undang-Undang BidangPolitikyaitu UU No.2 Tahun
1999tentang Partai politik, Undang-UndangNo.3 Tahun 1999tentang Pemilihan
Umum dan Undang-Undang No.4 Tahun 1999tentang Susunan dan Kedudukan
MPR,DPR, DPRD. Perangkatundang-undanginidipakaiuntuk menyelenggarakan
Pemilu aprlemen tahun 1999.Perangkat undang-undang ini atas berbagai kritik
yang diberikan oleh berbagaikalangandan juga aspirasidari kekuatan politik main
stream kemudian dirubah yakni dengan lahirnyaUU No. 31 tahun 2002 tentang
Partai Politik serta Undang-UndangNo. 12 Tahun 2003tentang Pemilu.Lahirnya
keduaundang-undanginiyangkemudiandiikutiolehPemilihanPresiden,Gubemur,
Bupati danWalikotasecaralagnsung,jugapemilihananggotaDPD, telahmembawa
kepada perubahan pada system PemiludilndunRsiayang!J?fnUladaminantmeng~
systemproppsinnalmenjadimenggunakancampuranantaraproposianal dan distrik.8 Lahirnya
serangkaianUndang-Undang barudi bidangpolitik yang mengatur tentang (partai
politik,Pemilu Presiden, Pemilu DPD, Pemilu Gubernur, Bupati,WaliKot.a)telah
menggeserkecenderungan ssitemPemiluyang digunakan di Indoensia.Perubahan
tersebut ialah untuk Pemilu Presiden dan WakilPresiden, Gubernur, Bupati dan
Wali Kota menggunakan system Pluralitas-Mayoritas dalam pelaksanaanyalebih
dekat dengan model FPTP,TRS),sedangkanuntup Pemilu parlemen lebih dekat
dengan system Propotional- semi Propotional.

Perkembanganpolitik pentingyang perlu dicermati adalah lahirnyaUndang-
Undang NO. 22 Tahun 1999tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang
No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
Undang-undang ini kemudian dikenal dengan tentang Otonomi Daerah. Dalam
perjalanannyaUndang-undangini kemudian hari direvisidenganlahimya Undang-

Tentang sejarah perkembangan Sistem Pemilu Secara umum dipakai tiga system yaitu Pluralitas-
Ma}Oritas ( di dalamnya meliputi FPTP, Block Vote, TRS clan Alernative Vote) kedua Semi
Representasi Propotional (yangterdiri dati SNfV, Pararel, Limeted Vote) ketiga Sistem Propotional
yangterdiri dati (llST. MMP clanSTV). Sistem Pemilu sebagaiamanadirekam dalam Handbook of
Voter Turnout 1945-1997: A globalReport on Political Participation, International IDEA dinyatakan

bahwa pada tahun 1945 80% Negara Negara demokrasi menggunakan Sisem Representasi
Proposional (RP). Inggris, AmerikaSerikat, Kanada, SelandiaBaru, menggunakan Sistem (FPTP)
First Past the Post, kebanyakan Negara Negara Eropa menggunakan (I'RS) Two Round System.
Pada tahun 1950 Jeepang menggunakan SNfV, Singgle Non- Tranforrable Vote, Jerman sesudh
perang dunia kedua menggunakan (MMP) Mixed Member Propotional.

- -- - -
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UndangNo. 32 Tahun 2004tentang PemerintahDaerah. Lahirnyaundang-undang
tentang otonomi daerahsertahal-halyang melatarbelakangikelahirannya,implikasi
dari munculnya otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat clandaerah adalah
hal-halyang menarik clanpenting untuk dicermati oleh para Guru PKN.

Perkembanganyang sangat pesat juga terjadi pada berbagaiOrmas clanNGO,
semenjak era reformasi telah tumbuh banyak NGO yang ikut mempengaruhi
kehidupan politik kenegaraandi Indonesiakhususnya dalampembuatan kebijakajn
public, untuk menyebut beberapa nama, misalnya Wahana Lingkungan Hidup
(WALHI) Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Yayasan Layanan
Konsumen Indonesia (YLK1)Komite Independen Pendidikan dll.

Disamping perkembanganyang bersifatkontruktif ada juga fenomenapolitik
yangmuncul setelahbergulirnyaera reformasiyang mengarah pada perkembangan
yangnegativebagikeberlangsunganNegaraRepublik Indonesia.Fenomenatersebut
antaralainmuncul berbagaikonflik horizontal ( konflik antaraetnis,konflik antara
penganut agama yang berbeda, konflik internal parpol), juga kecenderungan
munculnya etno nasionalisme,separatisme( seperti GAM, RMS, Gerakan Papua
Merdeka).

Beberapa Kasus Politik Kontemporer
1. KasusBulog Gate (yangmelibatkan Ketua Umum Golkar)
2. Kasus Brunai Gate (yang menyebabkan di impeachment) Presiden

Abdurahman Wahiddari kursi Presiden.

3. Kasus terbongkarnya skandal Korupsi di KPU Pusat
4. Kasus Por Kontra Kenaikanharga BBMantara Pemerintah KIBdenganDPR
5. Kasus Demonstrasi Guru di Kabupaten Kampar yang telah menyebabkan

dipecatnyaBupati Kampar..
6. Kasus TerbunuhnyaWartawanBernasUdin (yangberimplikasipadamundurnya

Bupati Bantu! Sri Suroso)
7. Sengketa Hasil Pilkada (Kota Depok)
8. Konflik Pilkada di Pasuruan (BumiRonggo Lawe)Jawa TIInur
9. Pro kontra Pilkada Pemerintah Kota Yogyakarta
10. Berbagaikasus persoalan format yang ideal kerjasamaantara daerah(asosiasi

pemerintah daerah)
11. Daerah MelawanPusat:KasusGerakan Merebut Hak PengeloaanCPP Block

oleh Pemda clanMasyarakatRiau.
12. Gerakan ResistensiKomunitas Dariango terhadap Pemerintah sebagaiAkibat

dari Konflik Perbatasan.

13. Konflik antar Wilayah Kabupaten Buton clanKota Bau-Bau
14. Balai Mediasi Nagari Penyelesaian Sengketa Alematif di kabupaten Agam,

Sumatra Barat.
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(pDIP), Panai Kebangkitan Bangsa(PKB),Panai Persatuan Pembangunan (PPP),
Partai KeadilanSekahtera (PKS),Partai Amanah Nasional (PAN),PartaiDemokrat
(PD), Panai Bulan Bintang (PBB).

Mengiringipertumbuhan jumlahpartaipolitik yang bak tumbuhnya cendawan
di musim penghujan, maka systemkepartaiandi Indonesiajugamengalamievolusi
dari systemsatu!£/£ngahpartaimenjadisystemmultiparty.Perkembanganini digitimasi
dengan disayahkanyatiga Undang-Undang BidangPolitikyaitu UU No.2 Tahun
1999tentang Partai politik, Undang-UndangNo.3 Tahun 1999tentang Pemilihan
Umum dan Undang-Undang No.4 Tahun 1999tentang Susunan dan Kedudukan
MPR,DPR, DPRD.Perangkatundang-undanginidipakaiuntuk menyelenggarakan
Pemilu aprlemen tahun 1999.Perangkat undang-ulldang ini atas berbagaikritik
yang diberikan oleh berbagaikalangandan juga aspirasidari kekuatan politik main
stream kemudian dirubah yakni dengan lahirnyaUU No. 31 tahun 2002 tentang
Partai Politik serta Undang-UndangNo. 12 Tahun 2003tentang Pemi1u.Lahirnya
keduaundang-undanginiyangkemudiandiikutiolehPemilihanPresiden,Gubemur,
Bupatidan Walikotasecaralagnsung,jugapemilihananggotaDPD, telah membawa
kepada perubahan pada system Pemilu di Indarresiayang!E111Uladominant menggunttkm

systempropfNonalmenjadimenggunakancampuranantaraproposionaldandistrik. 8 Lahirnya

serangkaianUndang-Undang baru di bidangpolitik yang mengatur tentang (partai
politik,Pemilu Presiden, Pemilu DPD, Pemilu Gubernur, Bupati,WaliKota) telah
menggeserkecenderungan ssitemPerniluyang digunakan di Indoensia.Perubahan
tersebut ialah untuk Pemilu Presiden dan WakilPresiden, Gubernur, Bupati dan
Wali Kota menggunakan system Pluralitas-Mayoritas dalam pelaksanaanyalebih
dekat dengan model FPTP,TRS),sedangkanuntup Pemilu parlemen lebih dekat
dengan system Propotional- semi Propotional.

Perkembanganpolitik pentingyang perlu dicerrnati adalah lahirnyaUndang-
Undang NO. 22 Tahun 1999tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang
No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
Undang-undang ini kemudian dikenal dengan tentang Otonomi Daerah. Dalam
perjalanannyaUndang-undangini kemudian hari direvisidenganlahimya Undang-

Tentang sejarah perkembangan Sistem Pemilu Secara umum dipakai tiga system yaitu Pluralitas-
Ma}Qritas ( di dalamnya meliputi FPTP, Block. Vote, TRS clan Alernative Vote) kedua Semi
Representasi Propotional (yang terdiri dari SNTV, Pararel, Limeted Vote) ketiga Sistem Propotional
yangterdiri dari (IlST, MMP clanSTV). Sistem Pemilu sebagaiamanadirekam dalam Handbook of
Voter Turnout 1945-1997: A globalReport on Political Participation, International IDEA dinyatakan
bahwa pada tahun 1945 80% Negara Negara demokrasi menggunakan Sisem Representasi
Proposional (RP), Inggris, AmerikaSerikat, Kanada, Selandia Baru, menggunakan Sistem (FPTP)
First Past the Post, kebanyakan Negara Negara Eropa menggunakan (TRS) Two Round System.
Pada tahun 1950 Jeepang menggunakan SNTV, Singgle Non- Tranforrable Vote, Jerman sesudh
perang dunia kedua menggunakan (MMP) Mixed Member Propotional.
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15. Pembentukan Partai Lokal di NAD
16. Pemekaran Daerah baru di Indonesia

17. Dinamika Reintegrasidan Tuntutan PemekaranWdayah Propinsi di Dataran
Tmggi Gayo

18. Konflik Komunal dan Pemekaran Wdayahdi SulawesiTengah
19. Konflik Pilkadadi kabupaten Kolaka Utara SulawesiTenggara
20. Desentralisasi versus sentralisasi9

Adalah sangat menarik untuk melakukan kegiatan belajar mengajar PKN
dengan menggunakanbahanajaryang berasaldari kasus-kasuspolitik kontemporer,
baik untuk SMP maupun untuk SMA. Misalnya untuk siswa SMP dalam
pembelajaran PKN menilai aspek civic disposition dapat dilakukan dengan
memberikan pertanyaan dikontekskan dnegan kasus politik kontemporer. Untuk
keperluan tersebut misalnya dapat dirumuskan pertanyaan bagaimanakah sikap
anda apakah setuju Jr. Akbar Tanjung dibebaskandari tuntutan hukuman? karena
secara formal tidak terbukti bersalahdalam kasus bulog gate?,sementara beberapa
orang stafnyadikenaituntutan hukuman yakni WilfredSimatupang,demikianjuga
ProfDr. Ramelan (Mantan Kabulog). Proses pembelajaran PKN yang dikaitkan
denganpersoalanyang actual sertadisesuaikandengantingkat kemampuan berfikir
anak jauh lebih menarik dan bemanfaat dibandingkan proses pembelajaranyang
hanya bersifat normative tanpa ada upaya untuk mengkontekskan dengan
perkembangankontemporer.

Sedangkanuntuk siswatingkat SMA, misalnya dapat dikembangkan dengan
metode problem solving.Misalnya kasus impeachment presiden Abdurrahman
WahidolehMPR Dapat ditanyakankepada siswaSMAuntuk menganalisisapakah
yang sebenarnya terjadi apakah benar Presiden me1akukankorupsi dari bantuan
yang berasaldari SultanBrunai (Brunai gate)?Ataukahkarena adanyakekecewaan
di kalangan partai politik besar seperti Golkar dan PDIP yang kecewa karena
menteri-mneterinyadicopotdaripospenting KabinetPersatuanNasional (pimpinan
Abdurrahman Wahid). Dalam kasus ini MPR di bawah pimpinan Amien Rais
melakukanimpeachment,pemasgulankepada Presidenkarena dianggapmelakukan
korupsi padahal bebeapahari sebelumnyaKejaksaanAgungmenyatakan di bawah
pimpinan Marsuki Darusman, menyatakanbahwa Presiden Abdurrahman Wahid,
tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dan kemudian setelah diimpeachment
ternyata Abdurrahman Wahid juga tidak dituntut di pengadilan karena tindakan
korupsi. Dinamakah persoalannya?

Persoalanpro dankontra tentangotonomi daerah,jugamenarikuntuk dijadikan
bahan ajar dengan menggunakan pendekatan problem solving. Misalnya dapat
dimulai denganpertanyaan mengapasetelahmunculnyaera otonomi daerahyakni

Kumpulan MakalahSeminar International VllDinamikaPolitikLokal diIndonesia, Thema "Ruang
untukMemperjuangkan Kepencingan Publik", 1-14Juli 2006, di kampoengPercikSalatiga.
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dengankeluarnyaUUNo. 22tahun 1999clandiperbaruidenganUUNo. 32tahun
2004, malah banyak kasus korupsi muncul di daerah? Rakyat di daerah tidak
bertambah makmur karena adanya otonomi daerah, semestinyarakyat di daerah
memiliki peluanguntuk lebih makmur karena distribusisumber-sumberkekayaan
lebih mudah dilakukan, hal tersebut dikarenakankekuasaansebagaianbesarsudah
diberikan kepadadaerah?Dengan ilustrasitrersebut kemudian siswadapatdibeikan
pertanyaanlanjutan,mengapaotonomi daerahyangsemuladiharapkandapatmeng-
angkat nasib rakyat di daerah,belum kunjung menunjukkan hasilnya,yang terjadi
malah muncul kasus korupsi di berbagai daerah, bahkan korupsi secarakolektif?

Kasus-kasuspolitik kontemporer lainnya yang sebagaian telah disebutkan
diatas, dapat menjadi bahan ajar yang sangat berrnanfaat dan menarik bagi sis'Wa
SMP maupun SMA menggunakanmetode yang sesuaidclan tepat dengan tingkat
perkembangan berfIkir siswa. Seorangguru PKN dituntut untuk kreatif dalam
melakukanproses pembelajaran PKN, karena mata pelajaran ini tidak bisa hanya
dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-formal, pembelajaran PKN
menuntut pendekatanyang interdispliner disampingyuridis -formal juga, perlu
pendekatan social-legal,dan social-kultural.Tidak cukup hanya menyajikan teks
undang-undang saja tetapi juga perlu dipahamai bagaimana aspirasimasyarakat
yang di luar teks undang-unclangatau suatu kebijakan pemerintah, atau suatu
keputusan politik tertentu. Untuk mengetahuipandangan-aspirasimasyarakatyang
adadi luar gariskebijakanresmipemerintah maka pembelajaranPKN perlu dipadu
denganpendekatan sosiolegalserta sosiopolitik, sosiocultural. Dengan model ini
juga bisa menghindari dari model pembelajaranpembelajaranPKN yang bersifat
indoktrinasikepada siswa,suatu metode yang tidak memberikan ruang bagi sis'Wa
untuk mengembangkancaraberfikriyangmerdeka.Metodeyang indoktrinasitidak
banyak membantu siswauntuk memiliki sikap yang partisipatif.

Sedangkan dari sisi akademis, secara teoritis ada beberapa cara yang dapat
ditempuh untuk menyelesaikankonflik yang bersifatpolitik, sebagaiamanatelah
disebutkan diatas. Solusiyang paling umum adalah dengan melakukan kanp-cmi,.
Iwnsensusantarapihak-pihakyangberbedakepentinganpolitiknya,melalui~ 10

clan arbitrasiKetika kompromi clan konsensus bisa diupayakan maka biasanya
konflik secara bertahap dapat diatasi. Dalam kehidupan politik yang modem
cenderungmengarahke pragmatishampir semuahal dapatdikompromikan,bahkan
ideologipundaapt dikompromikan. Untuk konteks ini kita masih ingat bagaimana
mungkinantaraPDIP clanPPP yang perbedaanideologypartainyasangatjauh bisa
menjaditernan koalisidalamera PemerintahanKabinet Gotong Royong pimpinan
Megawati,demikianjugasekarangmarak koalsisiantar aprtaipolitik dalamPilkada,
termasuk Pilkadadi Kota Yogy.OOu-taterjadi Kaolisiantara Partai Golkar dengan

10 Lihat, AnrinioP. Contreras, Politim1TranfarrruaimzandtheMaliatinnafDisami'lX!OmjliabeJ:wrenthe
Stateand Qui] Society,Proceedings of Sixth Southeast Asian Conflict Studies Network Regional
Workshop, April 27-29, 2003, Thailand.
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PAN di satu sisi mencalonkanMnatan WaliKota Hery Zuhdianto paclasisiyang
lain acIakoalisi antara PPP, PDIP clanPKS mencalonkan Sukri Fadholi (Mantan
Walikota Yogya).l1

Perspektiflaintentangbagaimanamembacaclanmenganalisismunculnyakonflik
politikditawarkanoleh50th PlainNgarm,yang mencoba menguhubungkanantara
polarisasisocialdengan polarisasipolitik (politicalConflict),menurut PlainNgarm,
perang clankonflik politik dipengaruhi oleh ada polarisasisocial.Menurut Plain,
bahwa "Canjlict and war that rrsult from a po/arizRdsitustion can creal so many dynamics in
the .Ji-..nl. u": _1 . . .12

"':I""I/I",""J 5Uf.;/OJ, 111l£ract1JJn..

Bagandibawah ini menawarkan suatu model pembacaam clanpenejelasan
tentang proses konflik clansolsusinya:

SOCIAL CHANGB

POImCAL POLARIZATION
SOCIAL DIVISION

Tramitioo

SOCIAL UNDY

PRACBMAKING
IWINTBGRATION
RECONS1llATION

NEED INmR.VENI10N

Bagan diadopsi dari Soth PlainNgarm, dari buku Social Transformation
and Conflicts in Southest Asia, 2003: 24.

11 Lihat surat Kabar Lokal K81aulatanRaky:a edisi Agustus, Juga Kompas Rubrik Yogyakarta,
beberapa kali memberitakan tentang tarik ulur tentang Pilkada Kota Yogyakarta, juga tarik ulur
antara partai yang berkoalisi.

12 50th Plai Ngarm, A ProassofSociaJPolari:z4tionanditsP1ych%gicallmptKtonReintegratian,Proceed-
ings of Sixth Southeast Asian Conflict Studies, April 27-29, 2003, Thailand.
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Refleksi
Mencermariperkembangan politik di Indonesiasebagaimanadikemukakan di

atas, menurut hemat kami ada pertanyaan mendasar dan krusial yang perlu
direnungkan oleh para warga Negara Indonesia lebih khusus lagi Guru PKN.
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan sebuah kasus besar yakni tentang struktur
bangunan politik Indonesia,benarkan Indonesia merupakan sebuahj/catingstate?13
Negara yang menggambang? Artinya bangunan politik Indonesia baik pada aras
supra struktur politik maupun infra struktur politik tidakm memilikipijakanyang
kuat dalam akar filosofIs,nilai, budaya, ideology socialmasyarakatIndonesia. Hal
tersebut telah menyebabkan ridak efektivenya fungsi negara ( yang secara nyata
dalam realnya di wakili oleh pemerintah) dalam memberikan solusi atas berbagai
persoalanyang dihadapioleh masyarakatIndonesia.Misalnyanegararidak berdaya
untuk melindungi rakyatnya,Negararidak mampu memberikan rasaaman kepada
warga negara,negara ridak mampu memberikan pelayananpublic yang memadai
misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Ketika negara tetap berdiri, memproduk banyak regulasi,memungut pajak,
membatasi hak warga negara akan tetapi ridak gaga!menunaikan kewajibannya
untuk melindungi warga negara, memberikan rasa aman, memberikan pelayanan
kesehatandan pendidikanyangterjangkauolehrakyat, gaga!memberikanpekerjaan
yang layak bagaipenghidupan,maka fenomena tersebut kiranya ridak berlebihan
jika disebut sebagai sebuah kasus politik besar-krusial,bahkan bencana politik.
BawzimanasolusiperryeksaianrryalDiantaraberbagaisolusiyangdapatditempuhadalah
dengan mereformasi paradigmapendidikanpolitik yang benar kepada pada siswa.
Dengan pendidikan politik yang benar maka berbagaimasalahsatu demi satu ada
kemungkinan untuk di urai. Hal tersebut bisaberhasiltentu membutuhkan upaya
secarasimultan dengan perbaikan di bidang lainnya.

13 Liliat,Purwo Santoso,The Floating State of Indonesia:Reproduction of Failing SocialStudies,
August 11-13'" 2006. "The notion ofj/oating Sf4tenfm to poor~ in adieuing it awn po/it:y
o/i«:tive.It alsoriers to thefaiJureof the~ ensurerukof law,asopposeto the rukof pemnal ammand.

Thisimplks that the notion of/kJating ~ rrfersto failure of the ~ to discipline itself.The notion of
/kJating ~ is UStdto indicatethefailure thestrategyof tkpo/itizing thesoci£ty.Even more. the term signals
thepoo;er/essnessof the~ asan ttg!1ltof 9Xial trans/rJrmation,thepqwerkssnessto transJurmit5eIf,indicate
thefailureof the~ to aperareasa systtm."
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